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ABSTRAK

M.Agus. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum

Islam Dan Hukum Perdata

Hadhanah adalah memelihara anak laki-laki-atau perempuan yang masih
kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala
yang membahayakan dirinya, mendidik_rohani dan jasmani serta akalnya supaya si
anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Metode penelitian ini meng metode penelitian kepustakaan (library
research) yang pendekatan pen menggunakan pendekatan normatif
yuridis, dengan harapan ¢ : emberikan interpretasi yang
mempunyai hubunga a pene mampu membuat suatu
bangunan teori pac perfikir  yang dan objektif dengan
mengumpulkan, me I, memverlflka5| da I tesis dan sumber data

kum Islam

um perdata
skan  “demi

Perdata
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang

wanita sebagai seorang suami istri tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagaimana dalam ang-Undang donesia Nomor 1 Tahun
1974 tentang perka

kelak akan

dan secara fitrah anak- kan amanat

Allah s tersebut. Bagi orang tu apkan dapat
tabat orang tua kelak ap i anak yang

saleh dg alu mendo’akan apabila me
an di dibangun

aan. Namun

perkawinan
ai-nilai kasih pen el
dua uns usia dengan ukan merupa

mudah, ga seringp A’un EcpﬁrnlE kehidupa mah tangga
s a

karena
hal. o k ahwa emelihara kelestarian dan
kesinambungan hidup bersama suami' istri itu bukanlah perkara yang mudah

dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis

Libertus Jehani, Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri,
(Jakarta; Rana Pustaka, 2012), h.1.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama(Cet.III.
Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 423.
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antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis,
ekonomis.® Perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering
muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah

tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Ketika hubungan tersebut ti t dipertahankan lagi, maka perceraian

dipilih karena dianggap se rangi benang kusut perjalanan

perceraian
perbolehkan

(halal).

atan vang dibenci oleh Allah ialah t

ian tidak lepas dari egatif, lebih-lebih pernikahan

Ikan anak. ang dirugika perceraian
kedua ¢ . i i hkan secara
utuh da atkan kasih
sayang dari ayahnya atau ibunya sg 0ing itu-nafkah dan“pendidikan dapat

terganggu.

$Kkhoirudin Nasution, dkk, Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Didunia Muslim Modern,
(‘Yogyakarta: Academia, 2012), h. 285

* Hafiz al-Asqalani, Terjemahan Buliig al-Maram, (Semarang: CV Toha Putra, 1985), him.
635.
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Setelah terjadinya perceraian, maka diantara pihak suami dan istri harus
menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut. Salah
satu akibat dari perceraian adalah pengasuhan anak yang secara otomatis tidak

mungkin diasuh lagi secara bersama sama oleh kedua orang tua.

Mengenai hal tersebut telah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pasal 149 (d), yang_is dan kewajiban suami istri yang

sudah bercerai wajib anak-anaknya yang belum

mencapai umur 21 ‘tahun. Dalam pasal 105 KHI ebutkan bahwa hak asuh
capai usia
, maka anak

h kepada siapa anak itu ibunya atau

pasal 156 KHI, menyeb ak itu akan

diasuh gal dunia.
g baik bagi anak adalah apa e alam asuhan
kedua ¢ anya, karena hatian yang
optimal 2duanya akan iki : apkan anak

secara untuk menja Nomor 23

Tahun kekuasaan
dungi, dan
menumbuh kembangkan anak sesuai a Va : a dan kemampuan, bakat
serta minatnya.”

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika

orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau

*Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
bab I, Pasal 1 ayat 2, (t.t.: Media Centre, t.th).
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melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak
memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku
pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini

adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan

tidak berarti memutuskan hubung rang tua dan anak, pencabutan kuasa
asuh sifatnya sementara.’
keluarga terjadi perceraian antara
suami istri satunya murtad, maka omatis anak-anak harus
ah menjadi
paya untuk
i berubah agama. Dala yang paling
anaan hakim untuk men yang akan
p anak adalah pihak

rtinya, anak tidak lagi di i kah ia ikut

ibunya. Hak omani bila dak terang-

merugikan pi

asuhan, para

ang menpliaEeP,kﬂ[ana, suci

aitu, dalam 3 diisyaratkan

kan pelaku
paikan anak
adalah untuk
memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat

ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.’

®Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), h. 17-18.

"Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak (Cet I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2015),
h. 96-99.
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Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan
syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi’lyah: seorang kafir tidak boleh mengasuh
anak yang beragama Islam. Sedangkan sebagian mazhab lainnya tidak

mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan

wanita atau laki-laki yang meng menggugurkan hak asuhan. Imamiyah

berpendapat: pengasuh harus penyakit menular. Hambali juga
berpendapat pengasuk

penting, dia tidak me

embangan zaman. K 3 satu dari

g ada, dalam keluarga jalan sesuai
kan dalam sebuah ika
ang nantinya berujung pad secara tidak

embahas te ak sebagai
korban dari  kew. orang tua
memeli - hae ha berbeda at terhadap

pemeli ) memelihara

anak, 1ah. Namun
bagaimana jika kenyataannya 3 ak ara anak adalah berbeda
agama dengan anak.

Pembahasan mengenai hak pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian

karena salah satu orang tuanya murtad merupakan pembahasan yang sangat

®Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzhab (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h.
417.
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akanmasalah, oleh karena itu patut dikaji terutama yang berhubungan dengan agama
yang sangat urgen terhadap keberlangsungan agama yang diikuti oleh anak.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan kajian ini

adalah bagaimana hak asuh anak a erceraian beda agama perspektif hukum

Islam dan hukum perdata, de ah sebagai berikut:
1.2.1 Bagaimana kor : ' Islam?

1.2.2 Bagaimana konsep

1.2.3 Islam dan
13 T
tian yang ingin dicapai iti alah:
131 nsep hadhanah dalam p :
1.3.2 onsep hadhanah dalam per ata
1.3.3 i Islam dan

1.4

14.1 pemikiran

asanah ilmu
pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hak anak akibat perceraian beda
agama dalam perspektif hukum Islam.

1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi
mereka yang ingin mendapat kasus hak anak dalam perceraian beda agama

dalam perspektif hukum Islam.
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1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul
Untuk membantu memahami dalam penjelasan serta analisis yang penulis
paparkan berikutnya, maka akan dijelaskan judul yang diangkat. Penelitian ini

berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama (StudiPerspektif Hukum

Islam dan Hukum Perdata)”
1.5.1 Hak asuh adalah keb paik dalam arti tertulis maupun
praktis.® Dalan A kegiatan merawat dan
0Se0rs : a kehilangan

sendiri.*
15.2 i mber daya
akan potensi dan pene gan bangsa
n strategis dan me ifat khusus
aan perlindungan dalam
fisik, mental, sosial sec
153 Sabiq dalam
paya untuk
alam hal ini

atif suami,

Nasution, Harun. Ensiklopedi Islam. (Jakarta : Jambatan.1992), h.280

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1 Tahun 1974Sampai KHI. (Jakarta : Kencana
2004), h.293
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sedangkan atas inisiatif istri dinamakan khulu“'!. Sedangkan murtad diartikan
keluar dari iman dan kembali lagi kepada kekafiran.*?
Berdasarkan penegasan istilah tersebut yang dimaksud dengan judul “Hak

Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Studi Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Perdata” adalah pengasuh i segala haknya akibat perceraian yang

disebabkan oleh perbedaan tua dalam perspektif Islam dan

hukum Perdata.

kan dalam
dan
caannya yang ekstensi

dan pe memiliki relevansi de yang akan
diteliti.

n ha litian mengemukakan hasi tian evan dalam

ermasalahan i ori, p, analisa,

lemahan dan katan yang dilakuk lain dalam

peneliti ulis harus bel , untuk menghi plikasi dan

dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian Antara Suami dan Istri”.

“Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1 Tahun 1974 Sampai KHI. (Jakarta : Kencana
2004).h.208

12Nasution, Harun. Ensiklopedi Islam. (Jakarta : Jambatan.1992), h.123

¥Muljano Darmopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin
University Press, 2013), h. 13-14.
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Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa bagaimana hak asuh anak (hadhanah)
antara hukum Islam dan hukum adat, serta bagaimana pengasuhan anak
setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Skripsi ini mempunyai

kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang hak asuh anak

antara hukum Islam. Nam aan mendasar dalam skripsi ini lebih

terfokus pada hak a perceraian antara suami dan
s tentang hak asuh anak
dan hukum perdata.**

1.6.2 Perceraian
Positif Dan
i Perbandingan Peng Pengadilan

r)”. Hasil skripsinya bagaimana

an h anak pasca terjadinya p satu orang

udukan hak

urt urut hukum positif. Kemu
tua murtad
anak pasca
tara hukum
penelitian
lam hukum
skripsi ini
dengan penelitian penulis ialah’ hak asuh anak yang lebih terfokus pada

Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar,

“Moh. Sita Fathurrahman, “Hak Asuh Anak (hadanah) Antara Hukum Islam dan Hukum
Adat setelah Terjadinya Perceraian Antara Suami dan Istri”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009), h.25
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1.6.3

10

sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang studi hukum islam dan
hukum perdata.’®
Anggun Retno Wardanai di dalam skripsi yang berjudul Penetapan Hak

Hadhanah Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Putusan

Pengadilan Agama Purwoke omor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt). Hasil

skripsinya menjelask asar pertimbangan dan metode

ijtihad hakim san Nomor: 0 015/PA.Pwt ditinjau dari

ositif. Skripsi ini memp esamaan dalam penelitian
, perbedaan
asuh anak
ada putusan Nomor: 0 wt dan juga
ak asuh anak yang bel i ngkan pada
engkaji tentang hak as eraian beda

islam dan hukum perdata.

*Andi Tenri Sucia “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah

Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Studi Perbandingan
Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar)” Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin
Makassar, 2017.
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1.7 Landasan Teoretis
1.7.1 Teori Mashlahah dan Magashid al-Syari’ah
Mashlahah dan Magasid al-Syari’ah dalam pandangan al-Sayatibi

merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Pada

dasarnya ahli ushul figh menanam nashlahah sebagai tujuan Allah selaku

penciptaan syariat (gashd a ogis, pakar ushul figh menerima

paham yang mengata a Tuhan mempu dalam setiap perbuatan-

dalam bahasa arab adalah p perbuatan yang

sesuatu i < K i enghasilkan

seperti tungan (kesenangan), : enolak atau

lak kerusakan.

secara definitive anta ukakan Al-

dJad L)

engan  cara

Adapun Asy-Syatibi mengartikan mashlahah dengan:

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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“sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna
hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya
secara mutlak™*®

Secara bahasa, maqgashid al-Syari’ah terdiri dari dua kata, yakni magashid

dan al-Syari’ah.Magashid berarti k jaan atau tujuan, sedangkan al-Syari’ah

berarti jalan menuju sumbeg an dengan jaan kearah sumber
pokok kehidupan. Sed urut istilah, a enyatakan:

ariah itu bertujuan untu ewujudkan kemaslahatan

ah menurut
aslahatan umat manusi
satupun hukum Allah s nyai tujuan
mempunyai tujuan sa
ang tidak dapat dilaksan
agashid asy- i i nsur pokok

an dan dipelihar E: agama, (2)

(4) keturunan, i di an prioritas

PAREPARE

Allah (fi mardhat Allah), baik soal ibadah maupun muamalah. Karena itu, al-Qur’an

dan Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dengan

%Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Cet. I; Jakarta:
Amzah, 2005), h. 200-201.

YMuhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Cet. Il; Jakarta; PT
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 105.
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imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusu ditunjukkan dengan
cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Manusia diciptakan
pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah.

Memelihara jiwa, karena dalam hal melaksanakan seluruh ketentuan agama
hanya orang-orang yang berjiwalah yang. dapat melaksanakannya. Maksudnya,
syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat
jasmani dan rohani. Karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya
pelaksanaan syariat. Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan
adalah hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Martabat manusia terletak pada
budaya 'saling melindungi jiwa.Namun, tidak semua orang yang berjiwa secara
otomatis dapat melaksanakan syariat.Hal itu karena tidak memenuhi syarat bisa
memahami, menghayati dan melaksanakannya.

Memelihara akal, karena hanya akal sehatlah yang dapat membawa seseorang
menjadi mukallaf. Sehingga sebagia teks syariat juga mendidik manusia untuk
memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran jernih
dan sehat saja yang dapat memenuhi tuntunan syariat untuk memahami ayat-ayat
Allah.Dengan akal sehat "pula, manusia dapat membangun kehidupan yang
berbudaya.Manusia dapat’ mengelah=dan* memanfaatkan sumber daya alam di
sekitarnya untuk kemakmuran hidup.Di samping itu, manusia dapat berdialog,
bertukar informasi dan musyawarah. Maka dengan hal itu dengan akal manusia dapat
berilmu dan bermasyarakat secara sempurna.

Memelihara keturunan, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan
untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga
memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan.Syariat mengatur

pemeliharaan keturunan baik keharusan berketurunan atau system berketurunan yang
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baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Maka al-Quran mengatur hukum
keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan
yang sah dan ketentuan Kriteria pria dan wanita yang boleh dinikahi. Al-Quran juga

menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawa atas anak-anak yang lahir dari

pernikahan, baik dalam keluarga yang al tau dalam keluarga yang bercerai.

Memelihara harta, idupan yang layak dan sejahtera.

ika manusia mempunyai

han lantara

tujuan dari

syariat mengatur
pan berkait
dengan
asing yang

ang melakukan
perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima unsur

tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur

®Hamka Hag, Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat
(Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 95-99.

T otok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus IImu Ushul Fikih, h. 197.
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pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan
yang yang merusak atau mengurangi kelima unsur tersebut adalah tidak baik, dan
karenanya harus ditinggalkan. Hajiyyah adalah segala hal yang menjaddi kebutuhan

primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat dan terhindar dari

berbagai kesengsaraan. Jika kebutuh idak ada diperoleh, kehidupan manusia

pasti mengalami kesulitan menyebabkan kepunahan atau
merusak kehidupan i an hidup yang sebaiknya

ada untuk menye

tuhan ini, karena p
an estetika dalam kehid
1.7.2 Te slam

ar Hukum Hadanah
Sedangkan

memelihar kecil dan

andiri, men , melindungi segala yang

dirinya, PNREMaREerta akal
e

bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki

ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari

®Hamka Hag, Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat,
h. 103-104.

!Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung; Pustaka .Setia, 200) h. 224.
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siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani
dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung
jawabnya®.

Para ulama figh mendefenisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan

anak-anak yang masih kecil, baik | upun perempuan atau yang sudah besar

tetapi belum mumayyiz.

asuh anak yang belu i ata pu dengan
ngan sesuatu yang baik dari sesuatu
alaupun dalam keada

memandikan badannya,

idik. Jika si

anak su : kan kepada

%2 sayyid Sabig, Figh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Figh assunnah,
(Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), cet. ke-8, h. 173.

2Abidin Slamet dan Aminuddin, Figh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

4 Muhammad Syarbani, Al-Iqna’, (Beirut :Dar Al-Fikr,T.T.),hlm 489
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lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak daripada kaum
wanita.??
Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan kedua mempunyai anak

yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istrilah yang

lebih berhak mendidik dan merawa hingga ia mengerti akan kemaslahatan
dirinya.
Dalam waktu i a ibunya selama ibunya

belum menikah denge ggalkan bersama ibunya,

Hadhanah hukumnya

Hadhanah membutuhka . hatian yang
ga seseorang makruh il ana etika dalam

makruhnya mengutuk dir i bantu, dan

Hai orang-orang yang beriman, ‘peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

“\Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (cet.|, Jakarta:
Gema Insani,2011) h. 59-60

%gylaiman Rasjid, Figh Islam, (Cet. XXVI11, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) h. 426.
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.”’

1.7.2.2 Syarat-syarat Hadanah
Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi hadhin, baik laki-laki

maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1.7.2.2..1 Baligh

Anak kecil atau ya h menjadi hadhin untuk orang
lain, karena dia sendiri
1.7.2.2..2 Berakal
uanya juga
membu K : engurus diri
sendiri e ampu, apalagi untuk orang lain.
Ulama tkan seorang hadhin h 3 ang hadhin
tidak bc . Tujuannya agar harta : 2lihara tidak
dibelan yang tidak perlu.
adhin  tidak

kusta atau

uga mampu
untuk baik karena
sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita
karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk mengurus

anak juga tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus Hadhanah anak.

"M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya, (Cet. |; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h.
406
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Akan tetapi jika kerjanya tidak menghambatnya dalam mengurus anak, ia tetap
berhak untuk mengurusnya. Di negara Mesir sendiri para suster, dokter perempuan,
dosen-dosen wanita, dan sejenisnya juga masih tetap berhak untuk mengurus

Hadhanah untuk anak, karena mereka tetap mampu mengatur keperluan bayi

meskipun tetap dibantu oleh orang lai
1.7.2.2..4 Mempunyai Sifa
tidak berha

Orang yang mengurus pendidikan dan

akhlak anak. Yang te dalam kategori orang \

dalah kefasikan seoran
gurus Hadhanah anak enal fasik,
k belum mencapai usi
mampu maka anak terseb dari ibunya
kan karena

g fasik dan

kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi
pengafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah

tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut
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mereka, non-Muslin kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi haadhinah atau
pemelihara, baik ibu ia ibu sendiri maupun orang lain.?
1.7.2.3 Urutan-urutan Orang yang Berhak dalam Hadanah

Para fugaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang

berhak mengurus hadhanah ana erdasarkan kemaslahatan anak yang
dipelihara.
1.7.2.3..1 Orang yan perempuan

anaknya meski sudah

a, penyanyi, pencuri, da
etelah ibu dalam hal m ibunya atau
karena nenek punya e Kemudian,

aul j ang berhak

afiyyah dan Syafi’iyyah d
engurus ana . Kemudian

yutnya ayah. Aka kiyyah memi

binya ibu d . Ulama Hanak endiri lebih

engedepapian ErPiyRaE setelah dari ibu.

adalah saudara
perempuan dari anak ‘yang dipelihara, menurut Hanafiyyah,
Syafi’iyyah, dan Hanabilah. Kemudian menurut Hanafiyyah,
Hanabilah, dan Malikiyyah yang lebih berhak adalah saudara dari ibu

%Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (cet.l,
Jakarta: Gema Insani,2011), h. 66-67
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karena haknya dari pihak perempuan. Kemudian baru saudara
perempuan dari ayah. Ulama Syafi’iyah sendiri dari pendapatnya yang
ashas mengedepankan saudara perempuan ayah daripada saudara

perempuan ibu. Alasannya karena sama-sama dari satu nasab dan

bagian warisannya kuat gga terkadang bisa mendapatka ashabah
warisan. Kemug perempuan dari ibu.
d. Urutan afi’iyyah, dan Hanabilah
adalah bibi de dipelihara). Kemudian menurut
adalah bibi
yyah lebih
n bibi dari ayah dari p ibu. Ulama
diri lebih mengedepa nenek dari
audara perempuan.
jutnya menurut Hanafiyyah

yafi’ dalah putri-

I sa dian putri- ari  saudara

erempuan ay i dan Hanabi )i dari ayah

bih didahulu a lelaki.

rutan selapw,nrﬂpkﬂ Enentukan i jalur ayah
bi ayahnya,
lihara anak

dari pihak perempuan adalah:

1) Hanafiyyah: 1Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara
perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-
putri saudara lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian ashabah sesuai

urutan warisan.
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2) Malikiyyah: lbu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas,
kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara.
Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan

bagian ashabah yang nantinya akan dijelaskan.

3) Syafi’iyyah: Ibu, ib ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara
perempuan yutri saudara lelaki, putri-putri
uan, kemudian b ah, kemudian setiap orang

apat warisan sebagai

kakek, kemudian sauda edua orang
perempuan dari ibu, sa

bu, bibi dari jalur ay: i pinya ayah,

ke putrinya saudara lelaki, pu , kemudian
sisa kerabat
ng yang berh ah dari kaum laki-I
ak yang hend iliki kerabat ang berhak
seperti PIA thE P AsRaEmengasu memelihara
de ya mahram
yaitu a a sampai ke

bawah. Kemudian para paman dan anak-anaknya menurut Hanafiyyah dan menurut
pendapat yang shahih madzhab Syafi’iyyah.
Akan tetapi, tidak menyerahkan putri yang cantik kepada lelaki yang bukan

mahram seperti anak paman misalnya, karena ia tidak berhak untuk memelihara putri
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yang cantik menurut kesepakatan ulama karena menjaga agar tidak terjadi fitnah,
namun ia boleh memelihara bayi.
Kemudian jika si anak tidak memiliki kerabat laki-laki maka menurut

madzhab Hanafiyyah hak untuk memeliharanya dilimpahkan pada kerabat lain yang

masih ada hubungan keluarga seperti ari jalur ibu, pamannya ibu, dan paman

kandung. Alasannya karen ntuk menikahkannya sehingga
mereka juga berhak u

1.7.3 Kompilasi Hu pasal 105 dan 156.

yang belum mumayyi ur 12 tahun

yang sudah mumayyi kan anak untuk
a ayah atau ibunya sebagai ng h

at putusnya inan karena

mendapat jhanah dan

unya, kecpin.anJE Fﬁﬂ!l dunia,

dudukannya

b. Ayah
c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

*Muhammad Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, cet. 1V, 2012), h. 24
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f.  Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah

dicukupi, maka atas permi n.kerabat yang bersangkutan Pengadilan

Agama dapat me nah kepada kerabat lain yang

dhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

tersebut

perselisihan mengena ifkah anak,

a memberikan putusann (@),(b), dan

adila pat pula dengan meng ayahnya

etapkan juml raan dan pe anak-anak
tidak turut p
1.7.4 Pe Beda Agam

perkawinan
ersebut lebih
dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI),
dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam,
hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun
pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada

yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada
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perkawinan yang putus karena li’an, khuluk, fasikh dan sebagainya. Putusan
pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.
Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu

pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan

dengan mengacu pada alasan-alasan yaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2),

dimana salah satu pihak jiban. Sehingga, walaupun surat

talak tersebut sah sec namun tidak kesepakatan diantara dua

pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu

kepada kan telebih

dahulu . Karena tidak boleh

emosi. Sehingga, mel i di depan

waktu bagi suami un mbali talak

i Pengadilan Agama ediasi. Di

h dimulai sejak adanya Mahkamah

benar harus

juga. Sedangkan dalam alasan perceraiannya, si istri menyebutkan bahwa suaminya
tidak memberi nafkah selama beberapa bulan berturut-turut.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa
banyak hasil positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar’i. Al-Qur’an

selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam
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dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan
lembaga hakam dan mengarah pada syigaq, sebisa mungkin menggunakan lembaga
mediasi.*

1.7.4.2 Alasan Perceraian

Alasan-alasan cerai yang dise n.oleh Undang-Undang Perkawinan yang

pertama tentunya adalah ap erbuat yang tidak sesuai dengan

syariat atau dalam U a salah satu pihak berbuat

zina, mabuk, berjuc nggalkann pihak yang
lain selé ntuk pergi,

tetap dapat

erai melalui putusan alasan cerai

h satu pihak tidak da ajibannya,

impoten. Alasan lain satu pihak

ukan kekejaman. Komp am (KHI)

satu alasan |

Dalam hal salah s rta sebut tidak

5. Perceraian n. Sehingga salah satu
keberatapiminﬁpk RIE maka pe an tersebut
13 aian apabila

*ORin, http://www.chtik.com/2017/02/makalah-pendidikan-agama-islam.html (diakses pada
tanggal 27 Februari 2018)
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Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:

Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
Beda Agama Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Perdata

A

Teori Hadanah

dasar

ﬁ\g,]vaama hadanah

Akal e Syarat-syarat
hadanah

ﬁ:ltr;gunan e Urutan-urutan
orang yang berhak
dalam hadanah

Analisis Hak Anak

PAREPARE

e Pengertian dan

hukum
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1.8 Metode Penelitian
Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang
diinginkan bersama. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, peneliti berusaha

untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan

bahwa skripsi ini dapat memberi tu penambahan wawasan dan dapat

memenuhi Syarat suatu p enanya dengan menggunakan

metodologi yang sa paian apa yang hendak

lkan dalam

emberikan penafsiran t ngka/rumus

statistik kan ata-kata yang digali dari

de nelitian ini lebih meng literer atau
library h, vy nik penelitian yang meng informasi
dengan ar, majalah,
jurnal, i i ili i : pembahasan

peneliti

gumpulkan

kan dengan
pustaka itu
diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai

bahan dasar untuk melakukan dedukasi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga

315, Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 36.
%2 afifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.
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kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai bahan dasar pemecahan
masalah.
1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), dengan kajian

pustaka, yaitu dengan cara menuli edit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan

menjadikan data yang diper wber tertulis. **Penelitian pustaka
yang di maksud yaitu alui penelitian buku-buku
yang relevan denga ahasan skripsi ini.
1.8.2
pendekatan

harapan dapat meng emberikan

ai hubungan dengan ity mampu

ri pada cara berfikir ya ektif dengan

uasi, memverifikasi dan umber data

primer dan
data se ri dari data
8 penelitian
K'yang diteliti.
Meliputi hukum Islam yang mengatur ‘tentang hak bagi anak dari keluarga yang

bercerai akibat beda agama. Al Qur’an dan hadis, buku-buku, artikel-artikel yang

%% Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), h. 77

%Johnny lbrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Cet. 1I; Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), h. 57
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secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan masalah yang dibahas
dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder.
1.8.4 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan

menggunakan metode deskriptif a penulis terlebih dahulu menggambarkan

data yang berkaitan dengan nulis bahas kemudian dianalisis

berikut:

cara menganalisa enampilkan
pernyat um kemudian ditarik i ang bersifat

Khusus. tukan bagi pembahas i gan hukum

hak nak akibat perceraian dari lam hukum

bde Induktif

akan penala duktif yaitu

mempelpmtmEtmnE/ang masi at kongkrit

. Artinya,

bagi anak
akibat perceraian beda agama dalam hukum Islam, kemudian melakukan analisa

sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.®

% Amir Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UIl Press
Indonesia, 1999), h. 9.
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HADHANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
2.1 Hadhanah dalam Undang-undang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang ada

dalam masyarakat dan juga merup atu lembaga yang sah dan diakui oleh

masyarakat dan negara. Mer ahun 1974 tentang Perkawinan,

perkawinan adalah ik patin antara s a dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

gama Islam,

inan adalah akad yang an ghalidan)
h, dan melaksanakanny: 3 adah. Dalam
, kadangkala memang

njadi penyebab tersebut terj ia ang menjadi

anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara
orang tua putus.

Pasal 46:

31
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1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan
baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang

tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan

bantuannya.
Pasal 47:
1. Anak yang encapai um n atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaé tuanya, selama

2. dalam dan
at 1 Pasal 47, 49 men asaan salah
satu ata : a dicabut dari anaknya ng tua lain,

urus ke atas dan saudara k dewasa atau

pejabat i i but mereka

anak juga,
orang t j aan.

erkewajiban
au dibawah
pengampuan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan

karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.*’

%Rahmad hakim, Hukum Perkawinan Islam,(Bandung; Pustaka Setia, 2000), h. 242- 243
% Abdul Rahmad Ghazaly, Fikih Munakahat, (Bogor; Kencana, 2003), h.189- 190

32
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Dalam Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum
penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di
Indonesia akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum di atur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah

penguasaan anak (hadanah) itu bel iberlakuka secara efektif sehingga pada

hakim di lingkungan Peradi masih mempergunakan hukum
hadhanah yang ters kitab-kitab memutus perkara yang

berhubungan denga ah itu. Setelah diperla -Undang Nomor 1

kawin atau
endiri. Kewajiban i i anak putus
an atau kem k mewakili
anak te Pengadilan.
Kewajil eselamatan
ayang) dan
pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai

dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama

dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua

®Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2008), h.428-429.
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berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-
baiknya®
2.2 Hadhanah dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-

undang Perlindungan Anak

2.2.1 Hadhanah dalam Undang-und ak Asasi Manusia

Dalam Undang-unda demen ke-4 sebagai landasan
konstitusional secara nya perlindungan terhadap
hak asasi manusia puan dan anak-anak,
sebagai Setiap anak

berhak perhak atas

n dan diskriminasi* g Republik
02 Tentang Perlindung
alah bagian dari hak as i jib dijamin,

oleh orang tua, keluarga, raka

negara” dah diratifika oleh negara
kita.

222 n Anak

anak m

adalah

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang

berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan

%Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2008),

“*Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan
menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan
hukum, Kketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka dari itu berarti

bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan

pembangunan nasional yang memua
2.3 Hadhanah dalam Kon

juga melaku sipasi jika kemungkinan

Allah SWT.

ninggal dunia, maka i bebankan
brekewajiban member yahnya dan
2. and an paling lama dua tahun da pihan dalam
rang dua tah
tetapi d
bukan i iri. j dalam ayat

*1 Romli Atmasasmita (ed) , 1997, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju),
h. 166.

*2Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
2007), h.138.
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Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi
makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya,
dan warispun berkewajiban “demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka
tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, /Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41,
dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang
bersifat/material dengan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau
bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat
menentukan lain sesuai dengan keyakifannya™

Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan secara
lebih rinci dalam suami istri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharan anak yang

belum mumayyiz atau belum belum berumur 12 tahun adalah ibunya; (2)

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih

*3sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 1986), h.149.
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dianatara atau ibunya sebagai pemegang hak pemiliharaannya; (3) biaya
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

2.3.1 Kedudukan Anak Menurut Hukum Perdata

2.3.1.1 Pengertian Anak

Di dalam konteks sosial per n. terhadap kedudukan anak (keturunan)

merupakan salah satu kewaji d agar tidak timbul kekacauan
pada anggota masyara Upaya memperju menuntut dan menjalankan
serta melaksanakan berbagai ewajiban.**Sehingga dengan
sendiri ur, lantaran

nya. Anak
harus dilaksanakan den bagi orang
tua, da aja mengabaikannya, la ermasuk ke

orang tua terhadap a

na itu dalam meniti kehi ini ak muslim

kedua yang

an larangan

ak memiliki
embeli apa-

apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali

* Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h.138.

“*Abdul Razaq Husain, Islam wa Tiflu, Alih bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak
dalamlslam,(Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), h. 49.
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tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan
wali.
b. Kecil tapi sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya

untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-

katanya sudah dapat dijadik n dan sudah sah kalau ia membeli atau

menjual atau memberi lain.
Dalam huku ang sudah mencapai usia
mengerti tentang ksi secara keseluruha ngerti maksud kata-kata
enjual itu
asanya usia
h) tahun. Jadi kalau ma maka anak
iz, walaupun ia menge lah.menjual
dan me adang-kadang anak m ujuh tahun

m mengerti tentang jual beli

ga muncul tanda-ta nita dewasa

pada p i a belum ada anak laki-
laki ber ‘ Dilan) tahun.
Maka a ini, maka

engerti tentang
dewasa atau tidaknya dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta dalam persoalan
ini. Sedangkan dalam KUH Perdata tidak ada ketentuan-ketentuan umum tentang

pengertian seorang anak.
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BAB Il
HADHANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1 Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam dapat diketahui berdasarkan dua istilah atau kata
dasar yang membangunnya yaitu kata ‘hukum’ dan ‘Islam’. Hukum dapat diartikan
dengan peraturan dan undang-undang yang berarti. bahwa hukum dapat dipahami
sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia
dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang
tumbuh/ dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang
dibuat dengan cara tertentu dan “ditegakkan oleh penguasa. Sedangkan Islam
mengandung arti sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad
Saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya
kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan
pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi
Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai
kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Berdasarkan pengertian dari dua kata diatas maka muncul istilah hukum
Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat didefinisikan singkat
sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.
3.2 Hadhanah dalam Pandangan Ulama

Secara normatif permasalahan pengasuhan anak atau hadhanah telah diatur
dalam kitab-kitab figh klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan
paradigma dan konsep. Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik,

merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah hadhanah ini


http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/11/pengertian-hukum-islam.html

menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan
Maliki berbeda pendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat
saja menggugurkanhaknya. Sedangkan menurut jumhur ulama hadhanah itu menjadi
hakbersama antara orang tua anak (bapak dan ibu). Sedangkan menurut Wahbah al-
Zuhaily, hak hadhanah adalah hak bersyarikat (bersama) Antara ayah, ibu dan anak.
Namun ada juga yang berpendapat hak hadhanah adapada anak yang bersangkutan.

Akibat hukum' dari perbedaan pendapat tentang hak hadhanah ini akan
memunculkan pemahaman, misalnya; apabila hadhanah itu merupakan hak anak,
maka ibu dan bapaknya bisa dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya
apabila anaknya yang tidak mau dididik, makaayah dan ibunya tidak boleh memaksa
anaknya karena yang mempunyai hak hadhanah adalah yang bersangkutan; ia
berkuasa terhadap haknya,apakah mau dilaksanakan atau tidak.

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib
tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapunbaik karena perceraian
maupun salah satunya meningal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban
terhadap anaknya.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadaphadhanah,
apakah yang berhak itu hadhin atau mahdhun'(anak).=Sebagimanapengikut Mazhab
Hanafi berpendapat hak Hadhanah itu smerupakan hakanak. Sedangkan menurut
Syafi’i, Ahmad dan sebagian pengikut mazhabMaliki berpendapat bahwa yang
berhak terhadap hadhanah itu adalahhadhin.Jumhur ulama berpendirian bahwa
hadhanah itu menjadi hak bersama,antara kedua orang tua anak. Menurut Wahbah
az-Zuhaili hak hadhanahitu hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi
perceraianmaka ibu lebih berhak untuk mengasuh anak. Menurut Muhammad

Bagiral-Habsi, sebab- sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih memiliki

40
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kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang
masih amat muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti dari padaayahnya. Di samping
itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut

dibanding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan. Jika si ibu tidak cakap,

maka hadhanah itu beralih kepada ke ang lebih jauh. Akan tetapi, jika kerabat
dari pihak ibu tidak adaa

barulah kesempatanit ada pihak ayah d

adwaiyah dan Ulama’ Hana i perludisuruh
memenuhi
a ayah lebih
sesuai dengan pendapat

itu terealisasikan tentu : actor untuk

ntuk memelihara anakn yarat-syarat

sehat,

yelenggarak

b. a, sebab seor i ap anak dan
c g ia yakini
adap orang
kafir.
d. Amanah

e. Belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya.

** Muhammafd Abu Bakar, Terjemah Subulussalam juz Ill, ( Surabaya: Al-lkhlas, 1995),
h. 819- 820
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f.  Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergimaka ayah
lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.
0. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuhorang lain

untuk mengurusi dirinya.

h. Mampu mendidik, jika berat atau perilaku tercela maka

membahayakan jiwa <an berada di tangannya.
hadhanah seperti berakal,

endidik terhindar dari hal-he ng terdelamerupakan

kan merupakan syarat
ur hak asuhan. Seterusn apat bahwa,
apabila aminya, lalu dia kawin

asuhan teta asuhanya bagi ibu tetap ada

sayang anaknya. Se yafi’i, Imam

Apabila anak bercerai pul inya yangkedua,

asuhan bisa dicab dikembalika a gugurnya
perkaw

kembal

utama untuk hadhanah seperti penyebutan dalam Kompilasi Hukumlislam (KHI)
pasal 109:

Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau
badanhukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya

bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan atau menyalah
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gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di
bawah perwaliannya.
Cakupan keluarga meliputi empat hal, yaitu perkawinan, pengasuhan dan

pemeliharaan (Hadhanah), kewarisan dan wasiat.*’

Hadhanah sebagai bagian dari m keluarga diartikan sebagai melakukan

pemeliharaan anak yang mas pun perempuan atau yang sudah
besar belum mumayyi nenjaga dari sesuatu yang

menyakiti dan merusaknye ani-agar mampu berdiri sendiri

nah
pkan bahwa pemelihar nya wajib,
liharanya selama ber. i perkawinan.

mengikuti umum perintah biayai anak

Terjemahnya:

*” Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta, RajawaliPers,
2004), h.23

“®Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat(Cet. 1V, Jakarta: Perdana Media Group,
2010),h.76

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



44

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi
makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu

menderita kesengsaraan Kare ya dan seorang ayah Karena anaknya,

dan warispun berke bila keduanya ingin menyapih

(sebelum dua gan kerelaan ked permusyawaratan, Maka
anakmu disusukan oleh
emberikan
Allah dan

kan.(Qs.Al-

ikut ini yang merupak ) kewajiban

orang t dalam QS AtTahrim: 6

i z
Pa 2 ° “, I3
w Z7 e . 3

adap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan.*

®Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan terjemahan, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2013), h.
250

**Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahan, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2013), h.
222
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Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya ini
melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk

anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang

masih kecil bukan hanya berlaku pad ayah dan ibu terikat tali perkawinan saja,

namun juga berlanjut sete arena pada dasarnya anak itu

dalam keadaan fitra g tuanya lah an di dalam pertumbuhan
anak tersebut dalam
3.3.2
hadis yang

tentang masa hadhan aja terdapat

gkan dari ayat dan hadi itulah parah

ndiri dalam menetapk perpedoman
kepada terse alam buku Tihami dan So i Munakahat:
ikah Lengkay

emerlukan f

i(habis) apabila anak kecil tersebut 'sudah tidak lagi memerlukan pelayanan
perempuan, maksudnya telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu
untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti, makan sendiri, berpakaian

sendiri, mandi sendiri dan lainnya. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang

*Tihami dan Sahari Sahrani, Figh Munakahat: Kajian Figh Nikah Lengkap, h. 224.
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waktu habisnya masa hadhanah. Hanya saja ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan
kemampuan untuk diri sendiri.>?
Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika anak

belum mumayyiz anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang

disebut dengan hadhanah, maka yang berhak atas hakasuh anak tersebut adalah

ibunya, selama ibu terseb anorang lain. Jika ibu menikah
asuh oleh kelua

anah berpindah k

dengan orang lain ma pihak ibu, kalau tidak ada
sesuai dengan
yang sama

ukan dalam

ifat yang dimiliki oleh 2nyabar dan

gat berpengaruh pada p

13l

PAREPARE

525ayyid Sabig, Figh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, (Bandung PT al-
Ma’arif,1980), jilid 8, h.187.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM HADANAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

4.1 Hadanah Dalam Perspektif hukum Islam

Ketentuan hukum yang ada | berbeda dengan ketentuan yang ada

dalam Undang-Undang Nor 1dang-undang Perkawinan diatas
jika terjadi perceraian 3 ap menjaditanggung jawab
kedua orag dang ak memberikan uraian yang tegas

jika terj A a bapak atau

rikan uraian yang lebih tang Dalam KHI
g menetukan pengasuh yaitu 05 dan 156.
Islam, ada dua peri embe anak dalam
suh orang tua, yaitu period
n yang berb pagi dirinya,
dari lah i i mumayyiz. Sebagai erdapat pada

h sebagai ber

PAREPARE

ur 12 (dua

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih  diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
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2. Pasal 156:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya,

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, makakedudukannya digantikan

oleh:

1. Wanita-wanita d

rabata sedarah menurut

b. mayyiz berhak memili n hadhanah
C. pe g hadanah ternyata tidak
dan rohani a h dicukupi,
tas perminta rsangkutan Pengac gama dapat
Jahkan hak hac i ak hadanah
d. ko ah menurut

mengurus diri sendiri (21 tahun);
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan

Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a),(b), (c), dan (d);

48
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f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan
jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakyang tidak turut
padanya.

Pasal 105 diatas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan.

Pertama ketika anak masih dalam lum mumayyiz (kurang dari 12 tahun)

pengasuhan anak ditetapk etika anak tersebut mumayyiz

(usia 12 tahun ke ata rikan hak ke tuk memilih diasuh oleh
ayah atau ibunya.
andungnya

anak, yaitu

urus dari Ibu, ayah, wa aris lurus ke
atas da rempuan dari anak ya anita-wanita
is samping dari ibu, da abat sedarah
sam ari ayah. Perlu diketahui
ian dimana Perwalian.

Perwali kewenangan yan ep kukan suatu

m sebagali I dan atas na

dua oranpﬁtnoEp*“ih hidup
"‘.

yang tidak

tidak cakap
figih yaitu
ang meliputi
pendidikan dan segala sessuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan
maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya.

Dalam putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang
kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh

dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun
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putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan
juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu
tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga
sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan
mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

4.2 Hadanah Dalam Perspektif Hukum Perdata

Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan putusnya
suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan
alasan-alasan yang sah sebagaiamana disebut dalam Pasal 209 undang-undang ini.
Dalam hal suami istri tidak dapat bersama fagi. Hal ini telah ditegaskan bahwa jika
ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami
atau isteri berhak untuk menuntut pisa meja danranjang (scheiding van tavel en bed).
Perpisahan meja dan ranjang ini mempunyai akibat bahwa suami istri dibebaskan
dari kewajiban untuk bertempat tinggal bersama sedang perkawinan antara suami
istri tidak dibubarkan, Kecuali-itu"mengakibatkan juga perpisahan harta kekayaan
antara suami dan istri, karenanya penguasaan suami atas harta kekayaan istri
dipertangguhkan dan istri berkuasa mengurus sendiri harta kekayaannya, karena ia
telah mempunyai kebebasannya terhadap harta kekayaannya.

Setelah terjadinya perceraian menurut Pasal 225 KUHPerdata, apabila pihak
suami atau istri atas kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan, tidak mempunyai
penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Pengadilan Negeri
boleh menentukan sejumlah uang tunjangan untuk itu dariharta kekayaan pihak lain.
Begitu juga yang terjadi jika hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Terhadap anak-anak yang belum dewasa, menurut Pasal 229 KUHPerdata,

oleh Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas
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istri anak-anak itu harus turut. Apabila yang diserahi anak itu tidak mampu memikul
biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 KUHPerdata,
Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lain untuk

turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tadi.

Dalam hal kekuasaan oran dap anak setelah terjadinya perceraian
dalam Pasal 300 KUHPer uali jika terjadi pelepasan dan

ranjang, si ayah sendiri

ok mungkin
ibu, kecuali

a dan ranjang. Pada ay: a bila si ibu

ini juga ak berwenang, maka o eri diangkat

Pasal 359. Berbeda hal J-undang RI

kuasaan orangtua dipegan gtua selama
ersebut tidak t.

ebut diatas dimak karena ada
ah dan ibu da | kekuasaan
merupakan
pinaan hukum
nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum
perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai
golongan masyarakat.

Penjelasan umum undang-undang ini menyebutkan, bahwa sesuai dengan

landasan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, maka undang-
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undang ini disatupihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, sedang dilain pihak
undang-undang ini harus dapat menampung dan menyelesaiakan permasalahan yang

terjadi di masyarakat dewasa ini. Karena itu pula Undang-undang ini telah

menampung di dalamnya unsur-uns etentuan-ketentuan hukum agamanya dan

kepercayaannya itu dari yan a dalam penjelasan Pasal 2 ayat

(1) dinyatakan, tidak winan di luar ing hukum agamanya dan
engan Undang-undang Daseé 945. Karena tidak ada

nnya, maka

agamanya

Pasal 2 bahwa yang di m masing-

masing cayaannya itu termasu g-undangan

yang b gan agamanya dan keperc njang tidak
-undang ini.

sewaktu-waktu da us, hal itu

asyarakat na eh Undang-

lagi untuk

pulkan akibat

hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Mengenai hubungan
suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan,
persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang
sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam perceraian perkawinan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1
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Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi
biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekasistri. Kewajiban
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.

Bersangkutan dengan hal ters iatas, mengenai anak, berdasarkan Pasal

41 ayat (1) dan (2) Undang ahun 1974 mempunyai akibat
yuridis yang dapat terj ap anak bila terja gian, yaitu:

berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya

ggung jawab atas se
rlukan anak itu bilama yataan tidak
eme ajiban tersebut pengadil bahwa lbu

miku tersebut.

tersebut jug ang Rl No Tahunl1974
jai berikut:

belas) tahun elum pernah

puannya, orang
tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas,bila mereka itu memerlukan
bantuannya.
Apabila orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu
melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka

kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan. M. Yahya Harahap
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menjelaskan bahwa Orang tua yang melalaikankewajiban terhadap anaknya yaitu
meliputi ketidak becusan si orang tua itu atausama sekali tidak mungkin
melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman

penjara yang memerlukan waktu lama, sakit udzur ataugila dan bepergian dalam

suatu jangka waktu yang tidak dike mbalinya. Sedangkan berkelakuan buruk

meliputi segala tingkah lak ebagai seorang pengasuh dan

a ini dapat saja dicabut, ake i orang tua tidak

al  tersebut
974 tentang
kedua orang tua dapat ya terhadap
ih untuk waktu yang te n orang tua

anak dalam garis lurus ke ndung yang

Pengadilan

2. ; erkewajiban

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan
hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau

badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak

53M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: CV.Rajawali, 1986), h. 216
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yang bersangkutan. Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak diurus oleh seorang
wali yang ditunjuk.“Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama

dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orangtua dari anak tersebut, yaitu

meliputi pribadi anak yang bersang aupun harta bendanya”

Anak yang belum n_belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perka ) ti a C kekuasaan orangtua, maka
ia berada di bawah kekuasaé i. ilan itu berfungs ngurus pribadi
jukan Wali

dilakuk S : U3 sebut, yang

oleh U pkan wali tersebut ha , berpikiran
sehat, b dan bertindak baik. Ak mikian wali
dapat d ang tua yang menjalan g tua, yang
dilakuk tua si anak tersebut menin wasiat atau
dengan

gurus anak

yang di
dalam

agama s

mempunyai kewajiban untuk:
1. Membuat daftar harta benda anak tersebut secara jelas dan rinci.
2. Mencatat semua perubahan yang terjadi atas harta benda anak yang berada di

bawah perwaliannya.
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3. Mempertanggung jawabkan segala perhitungan dan kegiatan 3 akibat dan
kelalaian dan kesalahan wali.
4. Dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap

yangdimiliki anak yang berada dibawah kekuasaan wali, kecuali apabila

kepentingan anak itu menghe

Selama melaksanaka dak diperbolehkan memindahkan

hak atau mengandai iki anak tersebut, kecuali

y-barang tetap e

nghendakinya.Jika terjac i ditimbulkan

da hartabenda anak ya
rga tersebut dengan lilan, yang
jibkan untuk menggan . Pasal 53

1 Tahun 1974 tentang Perk

1. m hal-hal ya sebut dalam
0 Undang-un
2. , sebagaimana ¢ d pada ayat
1 i, il il 8 o g
Nomor udah mapan

sebelumnya yaitu hukum adat matrilineal, yang berhak dan mempunyai
tanggungjawab terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya.>* Akan tetapi Undang-

Undang tersebut tidak memperjelas atau tidak mengatur dengan tegas tentang

**Mukhtar Zamzami, Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Jakarta:
Prenada Media Group, 2013), h. 186.
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ketentuanhak asuh anak jika terjadi perceraian siapa antara bapak atau ibu yang
diberi hak untuk mengasuh anak.
4.3 Analisis Perbandingan Hadanah Dalam Perspektif Hukum Perdata dan

Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan ters penyusun mengerti bahwa perbedaan

konsep mengenai hak asuh an hanya dalam segi Hukum
Positif dan Hukum Is 1ak diakibatkan perceraian
maupu kan sebagai
berikut:

431 m Hak Pilih Pemelihar

ukum Islam

h anak, pengadilan r

ai ika perwalian
an an awah umur kepada ibu. H eng

um Islam (K ak yang bel sia 12tahun

ya. Setelah ia 12 tahun adalah ya. Setelah

yerusia 12 ta kebebasanme ntuk diasuh

ibunya. P*JEE MFRIE ayatl K

pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa anak yang berumurdibawah 21 Tahun.
Menurut beberapa Imam Mazhab:
a. Imam Syafi’l dan Ishak berpendapat bahwa lama masa pengasuhadalah 7

tahun atau delapan tahun.
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b. Ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa ibu lebih
berhakmengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri
danberpakaian sendiri , sedangkan perempuan sampai ia haid. Sesudahitu

baru ayahnya berhak dengan keduanya.

c. Imam Malik berpendap ibu berhak mengasuh anakperempuan

sampai ia meni erhak mengasuhanak laki-laki
sampai ia

2. Menurut Hu
plisit,namun

asalahbatas

agaman dalam berbagai
asaan tidak ada kesera
m Kitab Undang-un ata (untuk
n KUHPerdata), hal ini

1m dewasa a mencapai U

dan tidg dahulu kawin” D p ta atau BW

Pengasuhan/

anak di kenal dalam BW

ertiannya Pﬂl naEcpAaR{Enah yang

n. Konsep pe

am Islam.

jewasa atau
K'memelihara
atau mengasuhnya adalah kewajiban’ Ibu kandung atau orang yang di beri
kewenangan tetapi dia mempunyai cakap mental dan kepribadiannya baik Sedangkan
perbedaannya di antara masalah tersebut adalah kalau di dalam Hadanah, pengasuhan
yang dimaksud pada anak yang masihbelum mumayyiz atau belum dewasa itu adalah

anak kandung atau anak yangmana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan
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pengasuhannya di serahkan kepada ibunya, sedangkan untuk biaya kehidupannya
diserahkan kepada ayahnya meskipun ayah tersebut kawin lagi, dan batasan untuk
pemeliharaan anak (hadanah) Pendapat yang paling banyak di akui khusus pada

pengasuhan anak dibebankan pada ibu sampai anak mencapai 12 tahun. Kemudian

pada umur tersebutanak disuruh m apakah tetap di pelihara Ibunya atau

bapaknya.beda denganpe andung, anak yang lahir di luar

pernikahan pun bias pemeliharaan, ¢ da penunjukan dari pihak

un atau sudah kawin
ata BW pasal 330.

emelihara Anak

nak memer
n hidupnya,

ak tersebut

Islam
b. Merdeka

c. Sempurna akal
d. Adil

e. Berupaya memberi didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak
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f. Bersifat amanah dan akhlak yang luhur.
Hak Hadanah dalam artian hak perwalian seorang ibu akan gugur apabila:55
a. lbu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai

pertaliandengan anak-anak, sehingga akan mengurangi kebaikan bagi

anak-anak,
b. Ibu tersebut berke ebihan dan terbuka,
domisili

c. lbu terseb ncegah bapak membuat

anak jikalau Hak ibu akibat
a hak asuh anak dib ang bapak.
n hakim hak asuhnya kep yrang bapak
orang ibu pun gugur de endir eorang ibu
i kehidupan bnul-Qayim
gguhnya Kkita me ak| kepadabapak a nya adalah

kemaslahata

tiunER REPARE

dilndonesia,
dengan tuga Kok K'menerima eriksa dan menga erta menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan bertindak

mengajukan tuntutan terhadap bapak (bekas suami) apabila bekas suaminya tidak

**Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah
atau Ibu”, MIZANI Vol. 25, No. 2 (2015), h.63.
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memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidupbagi anak yang berada
dalam asuhannya. Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya
mengenaipemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga

menyangkutmasalah pemeliharaan anak. Hal seperti ini yang dilakukan oleh

Pengadilan Negeri dalam beberapa p ang menyangkut masalah pemeliharaan

anak, maka setelah bercerai anak ikut dengan ibunya, maka
bekas suaminya a memberikan nafkah dan

Pasal 41 Undang-

lam menyelesaikan kas

cenderung melimpahk E emeliharaan

nya dan kepada pihak ba gung jawab

hi segala bi ingga anak

berdiri sendiri

eliharaan dan

pendidikan anaknya itu.
Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
ditentukan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu, orang tuanya
melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidakterpenuhi dengan wajar

baik secara rohani, jasmani maupun sosial.Setiap anak yang belum dewasa,
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mempunyai hak untuk dipelihara secara baik. Merekamemerlukan pengawasan,
penjagaan, bimbingan, arahan serta pendidikan dariorang tua atau pihak lain apabila
orang tua sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dalam Undang-undang RI Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban perlakuan

salah danpenelantaran berhak at ngan khusus. Oleh karena itu anak

korbanperceraian termasuk ndapat perlindungan khusus.
Kemudian d 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyeb

mendidik

3 da i bilamana
mengenai  penguas ; pengadilan
annya.
tanggung jawab atas i haraan dan
idi g diperlukan anak itu bilam enyataannya

enentukan

atur  dalam

ngan Anak

. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan
minatnya, dan;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
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2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya
ataukarena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undangan yang
berlaku.

Dalam perlindungan anak pasca perceralan tidak hanya sebatas telah
terpenuhinya ketentuan Undang-undang. Sepanjang orang tua yang telah bercerai
dengan sadar dan beritikad baik mau menjalankan kewajibannya sesuai
denganketentuan yang ada, masalah “yang ditimbulkan "oleh | perceraian,
terutamamasalah anak, akan dapat diminimalkan. Mungkin ada anggapan bahwa
dengantelah terpenuhinya kebutuhan fisik anak maka masalah perlindungan anak
sudah selesal. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam kenyataanya walaupun telah
ada putusan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya dibelakang
hari ayah tersebut tidak perduli lagi-dengan kewajibannya. Oleh sebab itu perlu
dipikirkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca
perceraian orang tua,yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali
terhadap konsep kekusaan orang.tua yang bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi
bagi pihak yang melalaikan kewajiban,pemeliharaan anaknya. Kalau ibu yang telah
diserahi hak ™ pemeliharaan anak ternyata melalaikan kewajibannya maka hukuman
baginya adalah mencabut hak pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut melalui
permohonan dari pihak yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada
Pengadilan Negeri. Sesuai dengan makna dan rumusan Undang-undang, bahwa
untuk menentukanhak perwalian, hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan

adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar
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memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya
mempunyai jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik
Salah satu asas yang termuat dalam konvensi hak-hak anak yang

menyebutkan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana penuh

kasih sayang dan rasa aman sedapat.« in berada dibawah asuhan serta tanggung

jawab orang tuanya send Nomor 1 Tahunl974 tentang
Perkawinan menyebu

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak merekasebaik-

2. an
ka dapat berdiri sendiri.
n pe antara kedua orang tua
aan tas tersebut menyatak ) dilahirkan
dalam s rkaw rus dipelihara, diasuh dan
menyelesaik im ti eh berdalih,
dengan tidak ada hu ang hal itu. arena itulah

harus men an hukumn

1 yang dapat

emang tidak
secara tegas menyebutkan siapa yang harus memelihara anak apabilaterjadi
perceraian antara suami istri. Di dalam Pasal 41 Undang-undang tersebuthanya
dijelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Apabila terjadi
perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan akan ditetapkan oleh pengadilan.

Tidak ditetapkan suatu ketegasan mengenai siapa yang seharusnya memelihara anak
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setelah terjadinya perceraian dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antara bekas
suami istri mengenai pemeliharaan anak. Anak akan menjadi objek rebutan antara
kedua orang tua.

Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minumsaja, akan

tetapi lebih berat lagi yaitu orang t membina anaknya agarmenjadi manusia

yang berguna. Karena itu ti dari orangtua menganggap ia
yang lebih berhak hat kemampuannya untuk

mencukupi kebutuhan ane i i i saja. Jika diperhatikan dalam

dikarenakan pihak laki-l pihak yang

bagai hal kehidupan se elaki selalu

I suatu rumah tangga. A ya Majelis

sa dan mengadili perk kasus yang

n tidak harus but di atas.

kata lain, kat dengan

m yang berla

yaitu kpn E;E P*IR E(um dan

etiga aspek

ogis aspek
g-undangan
membiayai
nafkahhidup anak, jika dalam kenyataannya orang tua laki-laki tidak mampu dalam
segi ekonomi.

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan
seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana

dikemukakan dalam pasal 104 yaitu:
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1. Semua biaya penyusuhan anak dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.
Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuhan di bebankan
kepada orang yang brekewajiban memberi nafkah kepada ayahnya dan

walinya.

2. Penyusuan dilakukan palin tahun dan dilakukan penyapihan dalam
masa kurang dua ta
Antisipasi ini sangat menyusui anaknya tetapi

dapat diganti denga atau anak disusu ng ibu yang bukan

ng Nomor 1 tahun 19
perbedaan antara tang araan yang

ggung jawab material suami atau

u, dan sekiranya tidak ma gama dapat

kaitan ini, pasal 105 kan secara

am suami is anak yang

ditanggung oleh ayahnya.

Pada pasal 45 bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pada ayat 1
bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya. Pada ayat 2 menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1
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pasal ini berlaku sampai anak asuh itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Yang mana
kewajiban tersebut berlaku selamanya meskipun kedua orang tua putus.
Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 47 yat 1 bab X mengenai hak dan

kewajiban anatar orang tu dan anak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan bahwa anak yang belun apai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan

tidak dicabut dari ke

an orang tuanya selama mereka

a mewakili anak tersebut
mengenai nerbuata diluar Pengadilan. Pada pasal 48
bab X g Nomor 1
tahun ; 3 i perbolehkan
meming ggadaikan barang-bara ki anaknya
yang b ahun atau belum pern perkawinan,
kecuali anak itu menghendakin

om ukum Islam pada pasal 9 at:

1. sia anak ya ri atau dews lah usia 21
sepanjang anak ter: acat fisik maupun atau belum
melangsungk

2. uanya mpn nkEmneE segala p n hukum di

3 dekat yang

mampu menyesuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak
mampu.

Jadi, dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz
dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan
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bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
diamana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan
memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dala kehidupan rumah

tangganya.

Apabila suami ingkar terhad ggung jawabnya, bekas istri yang diberi

beban untuk melaksanakan setempat agar menhukum bekas

suaminya untuk men aya hadhanah yang dia nggap patut

Agama. Jadi, pembayare dapat dipaksakan melalui
hukum
atau tidak
ajiban memelihara dan i knya, maka
ut dapat dicabut deng
rsebut karena:
at melalaikan kewajiban te 2) orangtua
a oran yang
usan orang
sekali, bisa
kan waktu
yang tidak
egala tingkah
laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang baik yang
seharusnya memberikan contoh yang baik.
2. Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaiamana tersebut diatas,

maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan

kepada anaknya, jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya
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ayahnya saja, maka dia tidak berhal lagi mengurusi urusan pengasuhan,
pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi untuk mewkili anak
didalam san diluar Pengadilan Dengan demikian, ibunyalah yangb

mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan

pasal 49 ayat (2) Undang-U mor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

biya pemeliharaan ini manen meskipun kekuasannya
terhadap ankn
1. Kepastian Huku

ikan, yaitu:

harus ada

perhatian secara prop etapi dalam

mengusahakan kompro al seimbang

antara K Tanpa kepastian hukum yang harus

a timbul keresahan. Tetapi atkan pada

m, terlalu ke

lan terhdap

jak hukum.

dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak
tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah,
dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan
melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas

pulah penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya,
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subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum
mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi
sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas

manfaat dan efisiensi.

2. Keadilan Hukum
Keadilan merupaka ang paling banyak dibicarakan
sepanjang perjalanan m bukan hanya keadilan,
tetapi juga kepasti alnya, hukum memang
at  mungkin

erpendapat,

an hukum tersebut, ke uan hukum

ada yang berpendapa jalah tujuan

adalah keseimbangan anta g pat oleh pihak-

gian. Dalam

upa keuntun praktisnya,

diartikan s yang setara

pemberlakua ra proporsio

ri sama Fl RJE PA anapa yang di jatahnya

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan
yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita
gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan
manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana

pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian
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dihadapkan dengan kewjibanya Disitulah berfungsi keadilan.Membicarakan keadilan
tidak semuda muda yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan
bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum

tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih

komprehensif, mungkin lebih ob alau dilakukan atau dibantu dengan

pendekatan disiplin ilmu lain gi dan lain-lain. Sedangkan kata-

kata

“rasa keadilan’ 2 mbangan psikologis dan

sosiologis yang terjadi kepada pihak-pi pat, yaitu terdakwa, korban, dan

dasan hukum. Ini

unakan oleh yang pun i di sisi lain

an untuk menerapkan karena bisa

ternyata belum memenuhi

“lan -

PAREPARE
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisis konsep hadanah dalam hukum Islam dan hukum perdata

maka peneliti dapat menyimpulk
5.1.1 Hadhanah dala bahwa ketika anak belum

mumayyiz an membutuhkan pe dan pengawasan yang

lain maka anak dias i pihak ibu,

ihak ibu maka hadhan pihak ayah

rutan ahli warisnya. S a a u dan ayah

ang sama dalam pemeliharaan anak-anakn apa ibu atau
didahulukan dala an anak, karna sifa dimiliki oleh

ayang yang ¢ berpengaruh

512 ] ang-Undang

merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia akan tetapi hukum
penguasaan anak itu belum di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak
(hadanah) itu belum dapat diberlakuka secara efektif sehingga pada hakim di

72
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lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum
hadhanah yang tersebut dalam kitab-kitab figih ketika memutus perkara yang
berhubungan dengan hadhanah itu. Setelah diperlakukan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1991

tentang penyebarluasan K Islam, masalah hadhanah menjadi

hukum positif di a diberi wewenang untuk
mengadili dan
Islam dan
berlangsung
putus, hal ituwalaupun cara negatif
amun oleh Undang-un jika antara

ya tidak dapat lagi untu am berumah
perkawinan atau terjadinya perceraian enimbulkan
g bercerai.
pokok dari
n perkawprantEJP HwiEiak boleh tapi mereka
s sing-masing

agamanya dan kepercayaannya Dalam perceraian perkawinan ketentuan
Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau

menentukan suatu kewajiban bagi bekasistri. Kewajiban dan/atau menentukan

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



74

sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkanhukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.
5.2 Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini izinkanlah penulis memberikan

beberapa saran, baik kepada pe um kerabat dan pada para pembaca
sekalian pada umumnya:
5.2.1 Apabila terja an maka sebaiknya nggunakan hukum yang
tetapi juga
yang efektif

ah materiil dan in mat i ngan hidup

522 H alian yang dilakukan o a bel k sebaiknya

a etapan ngadilan apabila keputusan raian telah
yai kekuatan mmngan anak te Jan orangtua
5.2.3 Se ngambilapeln EIF AkRJEwak di pe hendaknya

rtimbangkan

tujuan syariah maqgasid asy-syariah demi tercapainya tujuan dunia dan akhirat.
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